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Abstract: This study aims to evaluate the effectiveness of the Online Single Submission (OSS) system in
enhancing licensing services and accelerating development in Bima City. Employing a qualitative descriptive
approach, the research collected data through interviews, observations, and documentation, analyzing the
implementation of OSS at the Investment and Integrated One-Stop Service Office (DPMPTSP). The results
indicate that the implementation of OSS has improved the speed, accuracy, transparency, and accessibility of
licensing services. The licensing process, which previously took a long time, can now be completed within a
maximum of one week. Digital socialization and real-time tracking features have also improved public
understanding and reduced misuse of authority. However, the effectiveness of OSS is still hindered by several
challenges, such as limited staff, inadequate budget, technical disruptions, and digital divides. Technical
issues like system and network disruptions, along with resistance to change, further obstruct the process. To
address these challenges, improvements in technology infrastructure, competency training, and increased
rransparency are required. Overall, although OSS has had a positive impact, further efforts are needed 1o
overcome existing challenges to ensure the system's optimization in supporting the acceleration of

development in Bima City.
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Sistem Online Single Submission (OSS)
dalam meningkatkan pelayanan perizinan dan mempercepat pembangunan di Kota Bima. Dengan pendekatan
deskriptif kualitatif, penelitian.ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta
menganalisis penerapan OSS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi OSS telah meningkatkan kecepatan, akurasi, transparansi,
dan keterjangkauan layanan perizinan. Proses perizinan yang sebelumnya memerlukan waktu lama kini dapat
diselesaikan dalam waktu paling lama satu minggu. Sosialisasi digital dan fitur pelacakan real-time juga
memperbaiki pemahaman masyarakat dan mengurangi penyalahgunaan wewenang. Namun, efektivitas OSS
masih terhambat oleh beberapa tantangan seperti keterbatasan petugas, anggaran yang tidak memadai,
gangguan teknis, dan kesenjangan digital. Masalah teknis seperti gangguan sistem dan jaringan serta resistensi
terhadap perubahan juga menghambat proses. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan perbaikan infrastruktur

teknologi, pelatihan kompetensi, dan peningkatan transparansi. Secara keseluruhan, meskipun OSS telah




memberikan dampak positif, upaya lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada guna

memastikan optimalisasi sistem dalam mendukung percepatan pembangunan di Kota Bima.

Kata Kunci: Optimalisasi, Pelayanan Perizinan, Pembangunan, OSS.

1. PENDAHULUAN

Revolusi industri telah membawa dampak besar pada kehidupan manusia,
terutama dalam aspek komunikasi dan pekerjaan (Fadhilah & Prabawati, 2019). Jika
sebelumnya banyak aktivitas dilakukan secara manual, kini hampir semuanya beralih
ke format digital (Masyhur, 2017). Salah satu dampak signifikan dari perubahan ini
adalah terbukanya peluang bagi pemerintah untuk memanfaatkan teknologi dalam
menjalankan tugas-tugasnya (Sosiawan, 2015). Dengan memanfaatkan kemajuan
teknologi, penerapan e-government semakin dipercepat, khususnya dalam pelayanan
publik berbasis teknologi (Utama, 2020). E-government memungkinkan pemerintah
memberikan layanan yang lebih baik, menyederhanakan prosedur administrasi, dan
mempercepat proses penyampaian layanan (Yunas, 2016). Hasilnya adalah
peningkatan efisiensi dan transparansi, yang pada gilirannya meningkatkan
kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional (Aritonang,
2017).

Transformasi digital dalam pelayanan publik kini menjadi kebutuhan
mendesak dan strategis, terutama di era globalisasi dan revolusi industri 4.0 (Robby &
Tarwini, 2019). Teknologi seperti aplikasi daring, big data, dan kecerdasan buatan
menawarkan peluang bagi pemerintah untuk menyederhanakan prosedur, mengurangi
birokrasi, serta mempercepat respons terhadap permintaan layanan masyarakat
(Kusumaningsih & Azzahra, 2021). Lebih jauh lagi, transformasi ini juga memperkuat
partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui akses layanan publik yang lebih
mudah dan cepat, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas (Tulungen et al.,
2022). Namun, di balik peluang tersebut, transformasi digital menghadapi tantangan
yang kompleks baik di tingkat global maupun nasional (Nurlaila et al., 2024).
Tantangan ini mencakup kesenjangan akses teknologi yang memperlebar ketimpangan
digital, kebutuhan integrasi antara sistem lama dengan teknologi baru, dan resistensi

budaya organisasi terhadap perubahan teknologi. Selain itu, masalah keamanan siber




dan privasi data juga semakin menantang, seiring dengan meningkatnya serangan
siber (Aysa, 2021).

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, penyelenggara layanan publik diwajibkan untuk mengelola sistem informasi
baik elektronik maupun non-elektronik (Subandriyo et al., 2020). Ini termasuk
manajemen penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan,
pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja. Dengan demikian, pelayanan publik
diharapkan dapat berlangsung dengan mudah, cepat, dan transparan. Pelayanan publik
menjadi isu sentral dalam pembangunan di Indonesia saat ini karena merupakan
kebutuhan dasar setiap orang, dan konsep pelayanan akan selalu relevan dalam
kehidupan manusia (Holle, 2011).

Setiap institusi pelayanan publik memiliki harapan untuk memberikan
pelayanan yang memuaskan masyarakat, dengan standar yang cepat, tepat, adil, dan
transparan (Wiranti & Frinaldi, 2023). Seiring dengan kemajuan dunia informasi,
banyak instansi pemerintah berupaya meningkatkan kualitas layanan mereka dengan
memanfaatkan teknologi dalam tata kelola pemerintahan (Bungdiana & Lukman,
2023). Dari pemerintah daerah hingga pusat, semuanya telah mengintegrasikan sistem
e-government untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas
pemerintahan serta pemberian layanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan
lainnya (Khan, 2021). E-government memungkinkan layanan publik yang dapat
diakses 24 jam, kapan pun dan dari mana pun pengguna berada, termasuk di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bima.

DPMPTSP Kota Bima didirikan dan diatur melalui berbagai peraturan daerah.
Organisasi ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 yang
merevisi Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2003 tentang struktur
organisasi perangkat daerah. Peraturan Walikota Bima Nomor 201 Tahun 2004
kemudian mengatur mekanisme pelayanan administrasi perizinan melalui pola satu
pintu (Ternando & Irawan, 2021). Selanjutnya, Peraturan Walikota Bima Nomor 29
Tahun 2008 merinci tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Terpadu.

Peraturan ini kemudian direvisi melalui Peraturan Walikota Bima Nomor 7
Tahun 2011 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang diperbarui lagi
melalui Peraturan Walikota Bima Nomor 42 Tahun 2014 (Kadir, 2018). Pembentukan
dan susunan perangkat daerah lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bima

Nomor 5 Tahun 2016 (Satriadin, 2018). Kemudian, Peraturan Walikota Bima Nomor




69 Tahun 2021 mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, disertai
dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 76 Tahun 2021 tentang pendelegasian
kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha kepada Kepala DPMPTSP. Pada
tahun yang sama, Peraturan Walikota Bima Nomor 81 Tahun 2021 menetapkan
kedudukan, struktur organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja DPMPTSP Kota Bima.

DPMPTSP Kota Bima, yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Pane,
berfokus pada pengembangan sarana dan infrastruktur teknologi informasi.
Khususnya dalam bidang pelayanan perizinan, DPMPTSP Kota Bima telah berhasil
mengintegrasikan proses perizinan secara elektronik sehingga pengurusan izin kini
dapat dilakukan secara online (Kadir,2018).

Sistem perizinan elektronik yang dikenal sebagai Online Single Submission
(OSS) diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama pejabat yang berwenang, seperti
menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. Melalui sistem ini, pelaku
usaha dapat mengurus izin usahanya, baik yang berbentuk badan usaha maupun
perseorangan, termasuk wusaha mikro, kecil, menengah, hingga besar. OSS
memudahkan pengusaha dari berbagai kategori, baik yang baru maupun yang sudah
beroperasi sebelum OSS diperkenalkan, untuk mengajukan izin usaha secara online
(Dawud et al., 2020).

Sistem OSS muncul untuk mereformasi proses perizinan usaha yang
sebelumnya rumit, panjang, dan memerlukan kehadiran fisik di kantor dinas terkait
(Arrum, 2019). Dengan implementasi sistem OSS, pemerintah berharap dapat
mempermudah masyarakat dalam mengurus izin usaha secara praktis, cepat, dan tanpa
perlu meninggalkan rumah atau kantor. Sistem OSS adalah program mandiri yang
memungkinkan pengguna mengaksesnya kapan pun dan di mana pun (Farrizqy et al.,
2023).

Pada tahun 2021, sebelum penerapan OSS di DPMPTSP Kota Bima, jumlah
layanan konsultasi, permohonan perizinan, dan pengaduan layanan perizinan
mengalami beberapa perubahan yang cukup signifikan dari Januari hingga Desember.
Sebelum OSS, proses perizinan dan konsultasi cenderung rumit, menyebabkan
kesulitan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan.
Jumlah pengaduan dari masyarakat sebanyak 14 dalam setahun, menunjukkan
tingginya tingkat ketidakpuasan dan kesulitan yang dialami oleh masyarakat dalam

proses tersebut. Layanan perizinan hanya mencapai 15 permohonan, sedangkan




layanan konsultasi hanya mencapai 10, menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat
belum sepenuhnya terpenuhi.

Namun, pada tahun 2023 setelah penerapan OSS, terdapat perubahan yang
mencolok. Layanan konsultasi meningkat menjadi 16, menandakan bahwa masyarakat
merasa lebih terbantu dalam mendapatkan informasi dan bimbingan terkait proses
perizinan. Jumlah permohonan perizinan meningkat secara signifikan menjadi 30,
menunjukkan bahwa dengan adanya OSS, proses perizinan menjadi lebih efisien dan
masyarakat lebih mudah mengajukan permohonan. Namun, jumlah pengaduan dari
masyarakat belum mengalami penurunan yang signifikan, dengan 10 pengaduan
sepanjang tahun 2023 (pmptsp.bimakota.go.id).

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan OSS telah membawa perubahan positif
dalam pelayanan perizinan. Peningkatan layanan konsultasi dan jumlah permohonan
perizinan menjadi indikasi bahwa OSS telah meningkatkan efektivitas pelayanan,
meskipun masih ada kendala yang berarti sehingga beberapa aspek masih belum
optimal. Beberapa kendala seperti gangguan jaringan yang sering terjadi dan
kesalahan sistem menyebabkan penundaan proses pengurusan izin, mengurangi
efektivitas dan efisiensi yang diharapkan (Assegaf et al., 2019).

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan masyarakat yang mengurus
perizinan usaha melalui OSS, banyak yang mengalami kesulitan karena gangguan
jaringan dan kesalahan sistem yang menyebabkan mereka harus bolak-balik ke dinas.
Hal ini mencerminkan bahwa proses digitalisasi dalam perizinan belum mencapai
efisiensi yang diharapkan, menunjukkan adanya masalah mendasar dalam penerapan
teknologi. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik
memperburuk persepsi negatif terhadap sistem perizinan ini, yang pada akhirnya
merugikan potensi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, proses integrasi
antar lembaga yang kurang efisien, lamanya waktu pelayanan, dan praktik kolusi serta
nepotisme semakin memperumit situasi. Kendala teknis seperti aksesibilitas aplikasi
yang sulit, keterbatasan pelatihan kompetensi, dan minimnya integrasi sistem
pendukung juga membuat aplikasi OSS sementara kurang efektif.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu memperbaiki infrastruktur
jaringan guna meminimalkan gangguan akses, memastikan perangkat lunak berjalan
dengan baik, serta melatih petugas agar lebih memahami sistem OSS. Integrasi sistem
juga harus diperkuat agar lembaga terkait bisa berbagi data secara lebih efisien,

mempercepat dan mempermudah proses perizinan. Pelatihan kompetensi petugas




dinas harus diperluas agar mereka mampu mengelola sistem dengan baik, membantu
masyarakat memahami prosedur perizinan online, serta menyelesaikan masalah teknis
yang muncul. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan perizinan
akan memperkuat kepercayaan masyarakat dan investor terhadap sistem yang ada,
mengurangi potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kerap menimbulkan
ketidakpercayaan. Dengan demikian, transformasi digital dalam pelayanan perizinan
akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memperkuat keterlibatan
masyarakat dalam pembangunan, dan meningkatkan kepercayaan terhadap pelayanan

publik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan komponen krusial dalam sebuah penelitian,
berfungsi sebagai panduan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dipilih untuk menggambarkan
secara mendalam efektivitas dan optimalisasi sistem Online Single Submission (OSS)
dalam mempercepat pembangunan di Kota Bima.

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menguraikan informasi
mengenai strategi dan implementasi OSS dalam pelayanan perizinan di Kota Bima,
dengan fokus pada bagaimana sistem ini berkontribusi terhadap percepatan
pembangunan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan
menganalisis tanggapan serta persepsi berbagai pihak yang terlibat dalam proses
perizinan.

Penelitian dilaksanakan di Kota Bima, dengan pemilihan lokasi yang
didasarkan pada relevansi OSS sebagai sistem yang diterapkan secara lokal dan
nasional. Penelitian berlangsung selama satu bulan, dari 20 Mei hingga 20 Juni 2024.
Waktu ini dianggap cukup untuk mengumpulkan data yang diperlukan melalui metode
yang telah direncanakan. Dalam penelitian kualitatif, populasi digantikan dengan
situasi sosial yang mencakup tempat, pelaku, dan aktivitas. Informan dalam penelitian
ini dipilih secara purposive, dengan kriteria yang relevan dengan topik penelitian.
Kepala DPMPTSP Kota Bima dipilih sebagai informan kunci, mengingat perannya
dalam pengambilan keputusan terkait implementasi OSS. Selain itu, informan lain
termasuk staf DPMPTSP, pelaku usaha, dan masyarakat yang menggunakan layanan

OSS.




Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, terdiri dari kata-kata dan perilaku
yang diamati. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer
diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi, sementara data sekunder diambil
dari dokumen-dokumen relevan, seperti laporan pemerintah dan catatan kebijakan.
Kedua jenis data ini digunakan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh
tentang efektivitas OSS. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara,
dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara partisipatif, memungkinkan peneliti
untuk mengamati langsung proses pelayanan perizinan. Wawancara dilakukan dengan
informan kunci dan relevan lainnya, bertujuan untuk mendapatkan informasi
mendalam tentang penggunaan OSS dalam mempercepat pembangunan. Dokumentasi
digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai dokumen yang ada.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi, pengecekan dengan teman sejawat,
dan analisis kasus negatif. Triangulasi dilakukan dengan menggabungkan data dari
berbagai sumber dan teknik pengumpulan data untuk memastikan validitas hasil. Data
yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, dimulai dengan
reduksi data, penyajian data secara terstruktur, dan penarikan kesimpulan berdasarkan
pola yang ditemukan. Kesimpulan akhirnya diverifikasi dengan data asli untuk
memastikan akurasinya, sebelum digunakan untuk memberikan gambaran
komprehensif mengenai optimalisasi efektivitas OSS dalam mempercepat

pembangunan di Kota Bima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada dua aspek utama yang menjadi indikator dalam
mengukur dan mengevaluasi efektivitas serta dampak dari penerapan Sistem Online
Single Submission (OSS) di Kota Bima. Fokus pertama adalah efektivitas pelayanan
perizinan melalui Sistem OSS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bima. Efektivitas dalam konteks ini diukur berdasarkan
sejauh mana tujuan organisasi tercapai serta bagaimana input dan output dikelola
dengan baik. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi apakah OSS memfasilitasi
integrasi data antar lembaga untuk mempercepat proses perizinan dan meningkatkan
partisipasi pengguna dalam prosedur perizinan. Efektivitas pelayanan ini diukur
melalui beberapa indikator kinerja, yaitu kecepatan, akurasi, transparansi, dan
keterjangkauan layanan perizinan. Kecepatan layanan, sebagai inti dari kualitas

pelayanan, meneckankan pada respon yang cepat dan efisien untuk memenuhi




kebutuhan pelanggan, yang menjadi faktor penting dalam memicu minat publik.
Akurasi pelayanan, yang berkaitan dengan reliabilitas, menekankan konsistensi dan
ketepatan dalam pemberian layanan, sehingga memastikan kesesuaian layanan dengan
harapan pelanggan dan standar yang ditetapkan. Transparansi, sebagai cerminan
keterbukaan pemerintah, menunjukkan komitmen untuk menyediakan informasi yang
jelas, akurat, dan relevan kepada stakeholders, yang penting untuk partisipasi dan
pengawasan yang efektif. Keterjangkauan layanan perizinan mencakup kemudahan
akses bagi masyarakat dalam memperoleh izin atau persetujuan dari pemerintah, yang
mencakup proses yang efisien, biaya yang terjangkau, dan informasi yang mudah
diakses.

Fokus kedua adalah analisis faktor penghambat efektivitas OSS, yang
dilakukan melalui teori pelayanan dan teori sumber daya manusia (SDM). Teori
pelayanan menyoroti kualitas layanan, aksesibilitas, kemudahan penggunaan sistem,
dan kompetensi staf dalam mendukung pelaksanaan OSS. Sementara itu, teori SDM
menekankan pentingnya keterampilan, kompetensi, dan ketersediaan sumber daya
manusia yang terlatih. Faktor pendukung dalam implementasi OSS meliputi kesiapan
teknologi, kemampuan staf dalam mengoperasikan sistem, serta ketersediaan
infrastruktur teknologi informasi. Di sisi lain, faktor penghambat mencakup
keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap sistem digital, ketergantungan pada
jaringan internet yang stabil, serta resistensi terhadap perubahan dari para pihak yang
terlibat dalam proses perizinan. Indikator lainnya yang dapat digunakan dalam
evaluasi ini mencakup kemampuan OSS untuk mengintegrasikan proses perizinan
dengan sistem lainnya, keandalan teknologi, tingkat kerentanan terhadap serangan
siber, dan efektivitas dalam mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepatisme.
Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang
komprehensif mengenai optimalisasi OSS dalam mempercepat pembangunan di Kota

Bima melalui peningkatan efektivitas pelayanan perizinan.

Efektivitas serta dampak dari penerapan Sistem Online Single Submission (OSS)
di Kota Bima

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem Online Single
Submission (OSS) di DPMPTSP Kota Bima telah memberikan dampak positif yang
signifikan terhadap berbagai aspek layanan perizinan, meliputi kecepatan, akurasi,

transparansi, dan keterjangkauan. Sebelum penerapan OSS, proses perizinan




memerlukan waktu yang lama dengan banyak tahapan administrasi manual,
mengharuskan pemohon untuk datang langsung ke kantor DPMPTSP dan
menyerahkan dokumen fisik, sering kali menyebabkan antrian panjang dan
penundaan. Dengan adanya OSS, seluruh proses dapat dilakukan secara online,
mengurangi waktu pelayanan izin berusaha dari satu bulan menjadi paling lama satu
minggu, serta meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas layanan.

Dari aspek akurasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi intensif
melalui media digital dan interaksi langsung dengan masyarakat berhasil
meningkatkan
pemahaman mengenai persyaratan perizinan, mengurangi potensi kesalahan
administratif, dan mempercepat verifikasi informasi. Dalam hal transparansi,
teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan oleh DPMPTSP memungkinkan
masyarakat untuk mengakses informasi proses perizinan secara mudah dan cepat
melalui portal OSS, yang menyediakan fitur pelacakan realtime, status permohonan,
persyaratan dokumen, dan estimasi waktu penyelesaian. Hal ini mengurangi potensi
penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap
pemerintah daerah. Keterjangkauan layanan juga meningkat signifikan dengan akses
perizinan secara fisik dan digital, didukung oleh fasilitas pelayanan yang memadai

dan jaringan internet yang stabil.

Faktor Penghambat

Efektivitas pelayanan perizinan melalui sistem Online Single Submission
(OSS) di DPMPTSP Kota Bima menghadapi berbagai tantangan signifikan yang dapat
mempengaruhi kinerja dan penerimaan sistem ini oleh masyarakat. Salah satu
hambatan utama adalah keterbatasan dalam pengelolaan sistem OSS, terutama di
bagian Front Office dan Back Office, di mana jumlah petugas terbatas karena
kebijakan penerimaan yang hanya berlaku untuk Aparatur Sipil Negara (ASN),
sementara rekrutmen pegawai honorer tidak lagi dilaksanakan. Hal ini mengakibatkan
berkurangnya efisiensi dan responsivitas dalam menangani permohonan izin usaha.

Keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan signifikan dalam menjaga
efisiensi biaya pelayanan OSS. Monitoring dan evaluasi terhadap Standar Operasional
Prosedur (SOP) perizinan melalui OSS belum optimal karena tidak adanya anggaran

khusus yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut, yang pada gilirannya menghambat




pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur perizinan, serta berpotensi mengurangi
transparansi dan akurasi layanan yang disediakan oleh DPMPTSP Kota Bima.

Dari segi penerimaan masyarakat, terdapat kendala dalam efektivitas
sosialisasi yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Bima. Banyak masyarakat yang
kurang memperhatikan informasi yang disampaikan, yang berdampak pada
ketidaktaatan terhadap waktu dalam proses pengajuan izin. Kurangnya pemahaman
tentang teknologi informasi juga menjadi masalah serius, terutama di kalangan
masyarakat pedesaan yang belum terbiasa dengan penggunaan teknologi digital,
sehingga mereka sering kali membutuhkan bantuan langsung untuk mengurus izin
usaha mereka.

Aspek efektivitas biaya juga menjadi tantangan, di mana alokasi anggaran dari
APBD Kota Bima terbatas dan lebih diutamakan untuk penanganan Covid-19.
Akibatnya, dana yang tersedia tidak memadai untuk mendukung implementasi OSS
secara optimal, sehingga membatasi kemampuan untuk meningkatkan layanan dan
infrastruktur terkait perizinan usaha.

Masalah teknis, seperti gangguan sistem, juga menghambat operasional OSS.
Ketika sistem mengalami kendala atau error, perbaikan sering kali harus menunggu
bantuan dari pusat yang memiliki keahlian teknis lebih, yang dapat menyebabkan
keterlambatan dalam proses pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menciptakan
frustrasi dan ketidakpastian di kalangan pengguna OSS.

Resistensi terhadap perubahan dari pihak yang terlibat, baik dari pemohon
maupun staf administratif, juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Adopsi
teknologi baru membutuhkan waktu dan upaya untuk memastikan bahwa semua pihak
terlibat mampu mengimplementasikan dan menggunakan OSS secara efektif. Selain
itu, kesiapan infrastruktur teknologi dan koneksi internet yang stabil juga menjadi
krusial untuk menjaga kelancaran operasional sistem ini.

Keterbatasan jumlah operator yang tersedia untuk mengelola layanan OSS
turut menambah permasalahan. Dengan hanya sedikit operator yang dapat membantu
dalam layanan pendaftaran dan komitmen, waktu tunggu bagi pelaku usaha menjadi
sangat panjang. Proses pendaftaran memakan waktu sekitar 30 menit per orang,
sementara layanan komitmen memerlukan sekitar 60 menit per orang karena
banyaknya data yang harus dimasukkan. Kekurangan ini menyebabkan penumpukan
antrian dan banyak pelaku usaha yang tidak terlayani dengan baik, yang pada

akhirnya berdampak negatif pada efisiensi layanan dan kepuasan pelanggan.




Kesenjangan digital juga menjadi hambatan signifikan di antara pelaku usaha.
Banyak dari mereka yang tidak memiliki keterampilan atau akses ke teknologi
informasi, termasuk sistem OSS itu sendiri. Akibatnya, mereka lebih memilih untuk
datang langsung ke kantor DPMPTSP Kota Bima daripada menggunakan platform
online. Preferensi ini untuk interaksi tatap muka membebani sumber daya dan
memperburuk waktu tunggu, terutama ketika sistem online seharusnya bisa
mempercepat proses jika diakses oleh semua pihak.

Selain itu, masalah teknis lainnya seperti gangguan konektivitas jaringan dan
gangguan pada server yang disediakan oleh DISKOMINFO Samarinda sering kali
mengakibatkan penundaan pelayanan hingga stabilitas jaringan pulih kembali.
Gangguan ini tidak hanya membuat frustrasi pelaku usaha, tetapi juga mengganggu
alur operasional di DPMPTSP Kota Bima, yang pada akhirnya menghambat
kemampuan mereka untuk memberikan layanan yang tepat waktu dan dapat
diandalkan melalui sistem OSS.

Terakhir, integrasi manual untuk pemenuhan komitmen dalam perizinan usaha
masih menjadi masalah serius. Pendekatan yang masih mengandalkan kunjungan
langsung ke berbagai kantor pemerintah daerah memakan waktu, tenaga, dan biaya
yang besar bagi pelaku usaha. Ketidakefisienan dari proses manual ini tidak hanya
memperlambat penerbitan izin tetapi juga mempersulit pemantauan kepatuhan, yang
bergantung pada kesadaran diri pelaku usaha daripada pengawasan regulasi yang

efektif.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Online Single
Submission (OSS) di Kota Bima memberikan dampak positif yang signifikan terhadap
efektivitas pelayanan perizinan, yang pada akhirnya dapat mempercepat pembangunan
di daerah tersebut. Penerapan OSS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bima telah berhasil meningkatkan kecepatan,
akurasi, transparansi, dan keterjangkauan layanan perizinan. Kecepatan pelayanan
meningkat tajam, mengurangi waktu penyelesaian izin dari satu bulan menjadi paling
lama satu minggu. Hal ini menunjukkan bahwa OSS mampu menyederhanakan proses
perizinan yang sebelumnya memerlukan banyak tahapan administrasi manual. Selain
itu, akurasi pelayanan meningkat berkat sosialisasi intensif yang dilakukan melalui

media digital, yang berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai




persyaratan perizinan. Transparansi juga meningkat melalui penggunaan teknologi
informasi yang memungkinkan masyarakat untuk melacak proses perizinan secara
real-time, mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan
kepercayaan publik. Dari segi keterjangkauan, akses perizinan secara fisik dan digital
semakin mudah berkat dukungan infrastruktur yang memadai.

Namun, efektivitas penerapan OSS di Kota Bima masih menghadapi berbagai
tantangan signifikan. Keterbatasan jumlah petugas dan operator, serta anggaran yang
tidak memadai, menghambat optimalisasi pelayanan. Selain itu, kesenjangan digital di
kalangan masyarakat, terutama di daerah pedesaan, menjadi penghalang utama dalam
pemanfaatan OSS. Masalah teknis seperti gangguan sistem dan konektivitas jaringan
juga sering kali mengganggu kelancaran operasional, menciptakan frustrasi di
kalangan pengguna. Resistensi terhadap perubahan dan kurangnya pemahaman
terhadap teknologi juga menjadi faktor penghambat yang perlu diatasi untuk mencapai
efektivitas yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, meskipun OSS telah membawa
banyak perbaikan dalam sistem perizinan di Kota Bima, masih diperlukan upaya lebih
lanjut dalam mengatasi berbagai kendala yang ada untuk memastikan bahwa sistem
ini dapat berjalan secara optimal dan memberikan kontribusi maksimal terhadap

percepatan pembangunan di Kota Bima.
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